
GUBERNUR SUMATERA s1ELATAN 

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

NOMOR 10 TAHUN 022 

TENTANO 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERN R NOMOR 32 TAHUN 2021 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN t 022 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
I I 

GUBERNUR SUMATERA

j

ELATAN, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan 

Daerah Nomor 12 Tahun 2 1 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tah

±

Anggaran 2022, Pemerintah 

Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan Peraturan 

Gubemur Nomor 32 Tah 2021 tentang Penjaba.ran 

Anggaran Pendapatan dan Be

r

1 �a Daerah Tahun Anggaran 

2022; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 12 

Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2J22, Dalam keadaan darurat 
termasuk keperluan mendeJak, Pemerintah Daerah dapat 

melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya 

dan/ atau pengeluaran m
!

ebihi pagu yang ditetapkan 

dalam Peraturan Daerah dimaksud, yang selanjutnya 

dimasukkan dalam Perub Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Provinsi Su

1

tera Selatan Tahun Anggaran 

2022, dengan cara terlebih ahulu melakukan Perubahan 

Peraturan Kepala Daerah entang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan pemberitahuan 

kepada Pimpinan Dewan Pe akilan Rakyat Daerah yang 

selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi 

Anggaran; 
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c. bahwa berdasarkan pertimoangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf � perlu menetapkan Peraturan 

Gubemur tentang Perubahan at.as Peraturan Gubernur 

Nomor 32 Tahun 2021 �ntang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daer� Tahun Anggaran 2022. 

1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor !2s Tahun 1959 tenta.ng 
Pembentukan Daerah Tif gkat I Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1814); 

I 
3. Undang-Undang Nomor 17 T�un 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Rbpublik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) sebagaimana I telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan �emerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 
Negara dan Stabilitas Sistem

l 
Keuangan untuk Penanganan 

Pandemi Corona Virus Dise<lf'e 2019 (COVID-19) dan/atau 
Dalam Rangka Menghadapi '}ncaman yang Membahayakan 

• £tC'A.'mr.Pmkir .�na' utu17 atllu · ;:,'taotiitas ::listem 
Keuangan (Lembaran Negar� Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 87, Tambahad Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6485); 

4. Undang-Undang Nomor � Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (�mbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia N?mor 4355) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Und4ng-Undang Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistem Keuangan untuk Pen

�

ganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman yang embahayakan Perekonomian 
Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia'. Tahun 2020 Nomor 87, 
Tambahan Lembaran Negar

il Republik Indonesia Nomor 

6485); 
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5. Undang-Undang Nomor 2 5
1 

Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunari Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 12004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Pemerintahan Daerah (ILembaran Negara 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

tentang 

Republik 

Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diuba�, terakhir dengan Undang

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang No�J°r 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (fmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 No!for 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
7. Undang-Undang Nomor 1 Tfun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerinr Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara RTpublik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lemb

J 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Norn r 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan KeuaQ}!'an .Ki;.oalfl J1aera}, .,clap .Wa.ki1 ,K.'f.lM.!.0 

Daerah (Lembaran Negara R publik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan p:mbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 
9. Peraturan Pemerintah Norn r 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badr Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negar

i 

Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tah n 2012 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuan
t

an Sadan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republ k Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan mbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 
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10. Peraturan Pemerintah Nornor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (LembJF Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, iTambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah No�or 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik I�donesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nonior 12 Tahun 2017 tentang 

Pe.mbinaan dan PeJgawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Ifmbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Noffor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nbmor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah NoJor 18 Tahun 2017 ten tang 
Hak Keuangan dan Admini tratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

14. Peraturan Pemerintah No

l

br 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan ewenang Gubernur sebagai 
Wakil Pemerintah Pusat , ..e.mbaraJ"l .Nl.,<zatf' .RP,rolhJi.t, 

Indonesia Tahun 2018 Nomrr 109, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia N mor 6224); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan 
J

aerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik I donesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Pe yelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 
17. Peraturan Menteri Dalam N geri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan lnvestasi Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Rep blik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 754); 
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18. Peraturan Menteri Dalam egeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan K

1

mampuan Keuangan Daerah 

serta. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negar Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1067); 

19. Peraturan Menteri Dalam $egeri Nomor 77 Tahun 2020 
. 

i 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik I

l

donesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

20. Peraturan Menteri Dalam egeri Nomor 9 Tahun 2021 

ten tang Tata Cara Evaluasi I Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendaiiatan dan Belanja Daerah, 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja rlaerah, Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang An4aran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Perubahan An� Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Repliblik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 431); 

21. Peraturan Menteri Dalam egeri Nomor 27 Tahun 2021 

22. 

23. 

ten ta�iz Pedoman. PC:VVJJ. . A.'i!,glli'�.n. e�.w.1-pu�mr ..du-r 

Belanja Daerah Tahun �aran 2022 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 926); 

Peraturan Daerah Nomoi 6 Tahun 2021 tentang 

Pengelolaan Keuangan Dae (Lembaran Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 20�1 Nomor 5); 

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Dlerah Tahun Anggaran 2022 

(Lembaran Daerah Provinsi umatera Selatan Tahun 2021 

Nomor 12); 

24. Peraturan Gubemur Nomor 32 Tahun 2021 tentang 

Penjabaran Anggaran Pend patan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022 (Beri a Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan Nomor 32); 
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MEMUTUSKAN 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 
TA.HUN 2021 TENTANG I PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2022. 

PASAL I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur
comor 32 Tahun 2021 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 1aerah Tahun Anggaran 2022 

(Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tanun 2021 Nomor 32), diubah 

sebagai berikut: 

l .  Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi ebagai berikut : 

Pasal 9 

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 202'4 semula direncana.kan sebesar 

Rp9.766.471.031.458,00 (Sembilan triliun tuj�h ratus enam puluh enam 

miliar em pat ratus tujuh puluh satu juta tiga puluh satu ribu em pat ratus Jima 

puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp72.180.084.070,00 (Tujuh puJuh 

dua miliar seratus delapan puluh juta delapan uluh empat ribu tujuh puluh 

rupiah) sehingga menjadi Rp 9.838.651.115.528,55 (Sembilan triliun delapan 

ratus tiga puluh delapan miliar enam ratus lim
J 

puluh satu juta seratus lima 

belas ribu lima ratus dua puluh delapan n_.1pi _h lima. ouluh lima sei;i.l, VaJJ.P 

terdiri atas 

a. Belanja Operasional; 

b. Belanja Modal; 

c. Belanja Tidak Terduga; dan 

d. Belanja Transfer. 

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 10 

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud alam Pasal 9 huruf a semula 

direncanakan sebesar Rp5.008.939.321.622,00 (Lima triliun delapan miliar 

sembilan ratus tiga puluh sembilan juta ti�a ratus dua 
. 

puluh satu ribu 

enam ratus dua puluh dua rupiah) berkurang sebesar 

Rp55.369.469.603,00 (Lima puluh lima miliar tiga ratus enam puluh 

sembilan juta empat ratus enam puluh setnbilan ribu enam ratus tiga 

rupiah) sehingga menjadi Rp4.953.569.852.0�9,00 (Empat triliun sembilan 

ratus lima puluh tiga miliar lima ratus enam puluh sembilan juta delapan 

ratus lima puluh dua ribu sembilan belas rup.ah) yang terdiri atas : 
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a. Belanja Pegawai; 

b. Belanja Barang dan Jasa; 

c. Belanja Sunga; 

d. Belanja Hibah; dan 

e. Belanja Bantuan Sosial. 

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud �ada ayat {l) huruf a semula 
direncanakan sebesar Rp2.605.363.817.438,00 {Dua triliun enam ratus 
lima miliar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu 
empat ratus tiga puluh delapan rpiah) berkurang sebesar 
Rp2.087.859.492,00 (Dua miliar delapan puluh tujuh juta delapan ratus 
lima puluh sembilan ribu empat ratus embilan puluh dua rupiah) 
sehingga menjadi Rp2.603.275.957.946,00 {Dua triliun enam ratus tiga 
miliar dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh 
ribu sembilan ratus empat puluh enam rupit); 

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana �sud pada ayat (1) huruf b 
semula direncanakan sebesar Rpl .997.?i

i 
7.680.721,00 (Satu triliun 

sembilan ratus sembilan puluh tujuh milia tujuh ratus tiga puluh tujuh 

juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh atus dua puluh satu rupiah) 
berkurang sebesar Rp42.864.342.804,00 (e

1
pat puluh dua miliar delapan 

ratus enam puluh empat juta tiga ratus erpat puluh dua ribu delapan 
ratus empat rupiah) sehingga menjadi �1.954.873.337.917,00 (Satu 
trili.un_ sP.m hilan. J:8.hJ ">.lim Q,..m ili 1"-,1\iµac •,. m· Yr-u«kdpan-, acmi ,t'.lJUn' panrn' 

tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh rib sembilan ratus tujuh belas 
rupiah); 

(4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula 
direncanakan sebesar Rpl6.500.000.000,00 Enam belas miliar lima ratus 
juta rupiah) berkurang sebesar Rpl.500.000.000,00 (Satu miliar lima ratus 
juta rupiah) sehingga menjadi RplS.000.0

I

0.000,00 (Lima belas miliar 
rupiah); 

(5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pa a ayat (1) huruf d semula 
direncanakan sebesar Rp389.337.823.463,0 (Tiga ratus delapan puluh 
sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tujuh uta delapan ratus dua puluh 
tiga ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) berkurang sebesar 
Rpl0.017.267.307,00 (Sepuluh miliar tuju belas juta dua ratus enam 

puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh rupiah) sehingga menjadi 
Rp379.320.556.156,00 (Tiga ratus tujuh pul sembilan miliar tiga ratus 
dua puluh juta lima ratus lima puluh enam ibu seratus lima puluh enam 

rupiah). 
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3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunJ'i sebagai berikut : 

Pasal 1 1  I 

(1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dirn,aksud dalam Pasal 10 ayat (1) 

huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.6bS.363.817.438,00 (Dua triliun 

enam ratus lima miliar tiga ratus enam pulup tiga juta delapan ratus tujuh 

belas ribu empat ratus tiga puluh delapiy1 rupiah) berku.rang sebesar 

Rp2.087.859.492,00 (Dua miliar delapan p.Jtluh tujuh juta delapan ratus 

lima puluh sembilan ribu empat ratus

j

embilan puluh dua rupiah) 

sehingga menjadi Rp2.603.29l.707.946,00 (Dua triliun enam ratus tiga 

miliar dua ratus sembilan puluh satu juta �uh ratus tujuh ribu sembilan 

ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas : 

a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN; 
b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN; 
c. Belanja Tambahan Penghasilan ASN berd sarkan Pertimbangan Objektif 

Lainnya; 
d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD; 
e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daer /Wakil Kepala Daerah; 

f .  Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DP dan Kepala Daerah/Wakil 
KepaJa Daerah; 

g. Belanja Pegawai BOS; dan 
h. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Darrah; 

1..!J''o�rJr1rci·u'aJl'·aan 1'i'.lnJangan A8ff"sebag

l

· · a dimaksud pada ayat (1) 

huruf a semula direncanakan sebesar R l.534.298.349.774,00 (Satu 

triliun lima ratus tiga puluh empat mili , dua ratus sembilan puluh 

delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh 

empat rupiah) berkurang sebesar Rp7.665.7f0.000,00 (Tajuh miliar enam 

ratus enam puluh li.ma juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi 

Rpl .526.632.649.774,00 (Satu triliun lima jtus dua puluh eoam miliar 

enam ratus tiga puluh dua juta enam ratu� empat puluh sembilan ribu 

tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah); 

t 

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagai ana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b semula direncanakan sebesar Rp439.505.614.378,00 (Empat ratus 

tiga puluh sembilan miliar lima ratus lima uta enam ratus empat belas 

ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rpiah) bertambah sebesar 

Rp7.665.700.000,00 (Tujuh miliar enam ratuj enam puluh lima juta tujuh 

ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp447.f 71.314.378,00 (Empat ratus 

empat puluh tujuh milar seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat 

bela, ribu tiga ,atus tujuh puluh dolapan rup

r

); 
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(4) Belanja Tambahan Penghasilan ASN berd$arkan Pertimbangan Objektif 

Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1
1
) huruf c semula direncanakan 

sebesar Rp467.410.517.286,00 (Empat ratus enam puluh tujuh miliar 

empat ratus sepuluh juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan 

puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp512.859.492,00 (Lima ratus dua 

belas juta delapan ratus lima puluh sembil{m ribu empat ratus sembilan 

puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp4661.897.657.794,00 (Empat ratus 

enam puluh enam miliar de la pan ratus se{ bilan puluh tujuh juta enam 

ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus semtlilan puluh empat rupiah); 

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaithana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d semula direncanakan sebesar Rp69 052.055.000,00 (Enam puluh 

sembilan miliar lima puluh dua juta Ii.ma puluh lima ribu rupiah) 

berkurang sebesar Rpl.575.000.000,00 (sa rniliar lima ratus tujuh puluh 

lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp67. 77.055.000,00 (Enam puluh 

tujuh miliar empat ratus tujuh puluh tuj juta lima puluh lima ribu 

rupiah); 

(6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala D erah/Wakil Kepala Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huiuf e direncanakan sebesar 

Rp249.964.000,00 (Dua ratus empat puluh kembilan juta sembilan ratus 

enam puluh empat ribu rupiah); I 

(7) Be lap i a Penerim
.
aan LainQva P.ixpninan _o Pdn _cl.an • Xtrutl O J.lee.m7 ,�llilli" 

Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada flYat (1) huruf f direncanakan 

sebesar Rp7.149.479.000,00 (Tujuh miliar s�ratus empat puluh sembilan 

juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu 1piah); 

(8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimakfud pada ayat (1) huruf g 

direncanakan sebesar Rp78.301.238.000,00 
!
(Tujuh puluh delapan miliar 

tiga ratus satu juta dua ratus tiga puluh dela
�

an ribu rupiah); 

(9) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Djerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 9.396.600.000,00 (Sembilan 

miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta e I ratus ribu rupiah). 

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 12 

(1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaim a dimaksud dalam Pasal 11 

ayat (1) huruf a semula direncanakan se sar Rpl.534.298.349.774,00 

(Satu triliun lima ratus tiga puluh empat mil ar dua ratus sembilan puluh 

delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh 
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empat rupiah) berkurang sebesar Rp7.665. 00.000,00 (Tujuh miliar enam 

ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ·bu rupiah) sehingga menjadi · 

Rpl.526.632.649.774,00 (Satu triliun lima ratus dua puluh enam miliar 

enam ratus tiga puluh dua juta enam rat s empat puluh sembilan ribu 

tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah); yan . terdiri atas: 

a. Gaji Pokok ASN; 

b. Tunjangan Keluarga ASN; 

c. Tunjangan Jabatan ASN; 

d. Tunjangan Fungsional ASN; 

e. Tunjangan Fungsional Umum ASN; 

f. Tunjangan Beras ASN; 

g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN; 

h. Pembulatan Gaji ASN; 

i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN; 

j .  Iuran Jaminan Kecelakaan ASN; 

k. Iuran Jaminan Kematian ASN; dan 

I. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perum han Rakyat ASN. 

(2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pfda ayat (1) huruf a semula 

direncanakan sebesar Rpl.159.087.139.600
!
00 (Satu triliun seratus lima 

puluh sembilan miliar delapan puluh tu�uh juta seratus tiga puluh 

sembilan ribu enam ratus rupiah) berkurang sebesar Rp8.966.720.017,00 

(Delapan miliar sembilan ratus enam pulut enam juta tujuh ratus dua 

puluh ribu tujuh belas rupiah) sehingga merjadi Rpl. 150. 120.419.583,00 

(satu triliun seratus lima puluh miliar serat�t5 dua puluh juta empat ratus 

sembilan belas ribu lima ratus delapan pu!
J. 

tiga rupiah); 

(3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dunrksud pada ayat (1) huruf b 

semula direncanakan sebesar Rpl25.753.306.994,00 (Seratus dua puluh 

lima miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta f ga ratus enam ribu sembilan 

ratus sembilan puluh empat rupiah) berkurrg sebesar Rp474.148.522,00 

(Empat ratus tujuh puluh empat juta sera s empat puluh delapan ribu 

lima ratus dua puluh dua rupiah) sehingga enjadi Rpl25.279.158.472,00 

(Seratus dua puluh lima miliar dua ratu tujuh puluh sembilan juta 

seratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah); 

(4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimrsud pada ayat (1) huruf c 

semula direncanakan sebesar Rpl4.438.69r.
·000,00 (Empat belas miliar 

empat ratus tiga puluh delapan juta enam rf tus sembilan puluh satu ribu 

rupiah) bertambah sebesar Rp742.591.000,00 (Tujuh ratus empat puluh 
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dua juta lima ratus sembilan puluh satu ibu rupiah) sehingga menjadi 

Rpl5.181.282.000,00 (Lima belas miliar se�atus delapan puluh satu juta 

dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah); I 
(5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

semula direncanakan sebesar Rp52.706.810.625,00 (Lima puluh dua miliar 

tujuh ratus enaro juta delapan ratus sepultlh ribu enam ratus dua puluh 

lima rupiah) bertarobah sebesar Rp759.121.600,00 (Tujuh ratus lima puluh 

sembilan juta seratus dua puluh satu ri u rupiah) sehingga menjadi 

Rp53.465.931.625,00 (Lima puluh tiga mill empat ratus enam puluh lima 

juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enaro ratus dua puluh lima 

rupiah); 

(6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e semula direncanakan sebesar Rp34.308.102.192,00 (Tiga puluh 

empat miliar tiga ratus delapan juta seratus dua ribu seratus sembilan 

puluh du.a rupiah) bertambah sebesar Rp56,959.500,00 (Lima puluh enam 

juta sembilan ratus lima puluh sembilan ri 
1
u lima ratus rupiah) sehingga 

menjadi Rp34.365.061.692,00 (Tiga puluh mpat miliar tiga ratus enam 

puluh lima juta enam puluh satu ribu en ratus sembilan puluh dua 

rupiah); 

(7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksld pada ayat (1) huruf f semula 

direncanakan sebesar R,.077.536.636.808,00 J'I'l!iuh ,ou.Jub ni,iu.l'> roiUar .l.ioo.a 

ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga 
1
uluh enam ribu delapan ratus 

delapan rupiah) bertambah sebesar Rpl03 973.829,00 (seratus tiga juta 

sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delap n ratus dua puluh sembilan 

rupiah) sehingga menjadi Rp77.640.610.63 00 (Tujuh puluh tujuh miliar 

enam ratus empat puluh juta enam ratus epuluh ribu enam ratus tiga 

puluh tujuh rupiah); 

(8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN seb gaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp2.574.568.767,00 (Dua miliar 

lima ratus tujuh puluh empat juta lima ra s enam puluh delapan ribu 

tujuh ratus enam puluh tujuh piah) bertarnbah sebesar 

Rpl21.983.921,00 (Seratus dua puluh sa juta sembilan ratus delapan 

puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh atu rupiah) sehingga menjadi 

Rp2.696.552.688,00 (Dua miliar enam ra s sembilan puluh enam juta 

lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus d lapan puluh delapan rupiah); 
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(9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dim ksud pada ayat (1) huruf h 

semula direncanakan sebesar Rp26.265 .. 84,00 (Dua puluh enam juta 

dua ratus enam puluh lima ribu delapah ratus delapan puluh empat 

rupiah) bertambah sebesar Rp438.9 l l,OO (Empat ratus tiga puluh 

delapan ribu sembilan ratus sebelas 

Rp26.704.795,00 (Dua puluh enam juta 

ratus sembilan puluh lima rupiah); 

(10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagai 

huruf i direncanakan sebesar Rp49.6 

sembilan rniliar enam ratus empat puluh 

ribu seratus tiga puluh tiga rupiah); 

rupiah) sehingga menjadi 

tujuh ratus empat ribu tujuh 

ana dimaksud pada ayat (1) 

7.710.133,00 (Empat puluh 

juh juta tujuh ratus sepuluh 

(11) Iuran Jaminan Kecelakaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf j direncanakan sebesar Rp3.179.803.981,00 (Tiga rniliar seratus 

tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ti a ribu sembilan ratus delapan 

puluh satu rupiah); 

(12) Juran Jaminan Kematian ASN sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf 

k direncanakan sebesar Rp8.131.087.000, 0 (Delapan miliar seratus tiga 

puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu 

(13) luran Simpanan Peserta Tabungan Perum an Rakyat ASN sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf I s mula direncanakan sebesar 

Rp 6.908.226.790,00 JEnam rniliar sembil n ratus dr.lapa.o)ut.a du.a .rarus 

dua puluh enam ribu tujuh ratus semb an puluh rupiah) berkurang 

sebesar Rp9.899.622,00 (sembilan juta elapan ratus sembilan puluh 

sembilan ribu enam ratus dua puluh a rupiah) sehingga menjadi 

Rp6.898.327.168,00 (Enam miliar delapan ratus sembilan puluh delapan 

juta tiga ratus dua puluh ribu seratus en puluh delapan rupiah). 

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbun · sebagai berikut : 

. 
Pasal 13 .I 

(1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaunana dunaksud pada Pasal 11 

ayat (1) huruf b semula direncanakan �besar Rp439.505.614.378,00 

(Empat ratus tiga puluh sembilan miliar 
�

a ratus lima juta enam ratus 

empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh dela an rupiah) bertambah sebesar 

Rp7.665.700.000,00 (1'ujuh miliar enam rabjls enam puluh lima juta tujuh 

ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp447l.171.314.378,00 (Empat ratus 

empat puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat 

belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rubiah) yang terdiri atas: 
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a. Tambahan Penghasilan ASN Berdasark, Beban Kerja; 

b. Ta.mbahan Penghasilan ASN Berdasar� tempat bertugas;dan 

c. Ta.mbahan Penghasilan ASN Berdasark�1 Kondisi Kerja. 

(2) Ta.mbahan Penghasilan ASN Berdasarkr Beban Kerja sebagaimana 

ctimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncana.kan sebesar 

Rp79.548.036.378,00 (Tujuh puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh 

delapan juta tiga puluh enam ribu tiga ra s tujuh puluh delapan rupiah) 

berkurang sebesar Rp36.866.543.378,00 (rga puluh enam miliar delapan 

ratus enam puluh enam juta lima ratus e

E

at puluh tiga ribu tiga ratus 

tujuh puluh delapan rupiah) sehlngga menjadi Rp42.681.493.000,00 

(Empat puluh dua miliar enam ratus delap puluh satu juta empat ratus 

sembilan puluh tiga ribu rupiah); I 

(3) Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan I tempat bertugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a 

.±

mula direncana.kan sebesar 

Rpl.149.240.000,00 (Satu miliar seratus e pat puluh sembilan juta dua 

ratus empat puluh ribu rupiah) berkur g sebesar Rpl.149.240.000,00 

(Satu miliar seratus empat puluh sembiJah juta dua ratus empat puluh 

ribu rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (Nol rupiah); 

(4) Tambahan Penghasilan ASN BerdasarkJ Konctisi Kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b slmula direncanakan sebesar 

�p358.808.338.00Q.00 .ITij!a ratus funa .ouJJh ,:lr.lf.\nao .miliar .dr.1.E\na.:r• .WJ.U' 

delapan juta tiga ratus tiga puluh de la pan f bu rupiah) bertambah sebesar 

Rp45.681.483.378,00 (Empat puluh lima rrrar enam ratus delapan puluh 

satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh 

delapan rupiah) sehlngga menjacti Rp404 489.821.378,00 (Empat ratus 

empat miliar empat ratus delapan puluh s mbilan juta delapan ratus dua 

puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dela an rupiah. 

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehlngga berbun 

1

. sebagai berikut : 

PasaJ 14 

(1) Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 1  :f,I at (1) huruf c direncanakan 

sebesar Rp467.410.517.286,00 (Empat ra s enam puluh tujuh miliar 

empat ratus sepuluh juta lima ratus tuj belas ribu dua ratus delapan 

puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp512.859.492,00 (Lima ratus dua 

belas juta delapan ratus Lima puluh sembilan ribu empat ratus se.mbilan 

puluh dua rupiah) sehlngga menjadi Rp46 .897.657.794,00 (empat ratus 



- 14 -

enam puluh enam miliar delapan ratus s bilan puluh tujuh juta enam 

ratus Hrna puluh tujuh ribu tujuh ratus embilan puluh empat rupiah) 

yang terdiri atas 

a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungu n Pajak Daerah; 

b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungur Retribusi Daerah: 

c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) P�SD; 

d. Belanja Tambahan Penghasilan (tamsil) uru PNSD; 

e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi SN; dan 

f. Belanja Honorarium. 

(2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungut n Pajak Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 
Rpl07.971.879.772,00 (Seratus tujuh mili sembilan ratus tujuh puluh 
satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh 
dua rupiah); 

(3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutanl Retribusi Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanr sebesar Rpl68.855.000,00 
(Seratus enam puluh delapan juta delapa ratus Jima puluh lima ribu 
rupiah); 

(4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) egawai Negeri Sipil Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h ruf c direncanakan sebesar 
Rp317.545.613.000,00 (Tiga ratus tujuh J?elas miliar lima ratus em_pat 
puluh limajuta enam ratus tiga belas ribu piah); 

(5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Gu Pegawai Negeri Sipil Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h ruf d direncanakan sebesar 
Rpl 7.400.000.000,00 (Tujuh belas miliar e pat ratus juta rupiah); 

(6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksu pada ayat (1) huruf f semula 
direncanakan sebesar Rp24.014.449.514, 0 (Dua puluh empat miliar 
empat belas juta empat ratus empat puluh I embilan ribu Jima ratus empat 
belas rupiah) berkurang sebesar Rp512.859.492,00 (Lima ratus dua belas 
juta delapan ratus lima puluh sembilan ribp empat ratus sembilan puluh 
dua rupiah) sehingga menjadi Rp23.501.590.022,00 (dua puluh tiga miliar 
lima ratus satujuta lima ratus sembilan pul ribu dua puluh dua rupiah). 

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbun i sebagai berikut : 

Pasal 15 

(1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebag · ana dimaksud dalam Pasal 10 

ayat (1} huruf b semula direncanakan sehesar Rpl.997.737.680.721,00 

(Satu triliun sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga 
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puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh 

satu rupiah) berkurang sebesar Rp42.864 342.804,00 (Empat puluh dua 

miliar delapan ratus enam puluh empat j ta tiga ratus empat puluh dua 

ribu delapan ratus em pat piah) sehingga menjadi 

Rpl.954.873.337.917,00 (Satu triliun se bilan ratus Hrna puluh empat 

miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu 

sembilan ratus tujuh belas rupiah) yang ter
r

· atas 

a. Belanja Barang; dan 

b. Belanja Jasa. I 
(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud P,ada ayat (1) huruf a semula 

direncanakan sebesar Rp450.204.234. l 90 00 (Empat ratus lima puluh 

miliar dua ratus empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu seratus 

sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rpl9.447.286.109,00 (Sembilan 

belas miliar empat ratus empat puluh tujuf juta dua ratus delapan puluh 

enam ribu seratus sembilan rupiah) sehingga menjadi 

Rp430.756.948.081,00 (Empat ratus tiga �uluh miliar tujuh ratus lima 

puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh 

satu rupiah); I 
(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud papa ayat (1) huruf b semula 

direncanakan sebesar Rp773.081.955.381,0f (Tujuh ratus tujuh puluh tiga 

miliar dela,oan .ouluh satu)uta sembilan .rftJ.1.'> .linu;i ,ru.11J..1b .lin:u> .dlu.1 !.b'tl:' 

ratus delapan puluh satu rupiah) berkuran
f 

sebesar Rp21.274.109.952,00 

(Dua puluh satu miliar dua ratus tujuh pu!Jh empat juta seratus sembilan 

ribu sembilan ratus lima puluh du8i rupiah) sehingga menjadi 

Rp751.807.845.429,00 (Tujuh ratus lima puluh satu miliar delapan ratus 

tujuh juta delapan ratus empat puluh lim I ribu em pat ratus dua puluh 
sembilan rupiah). 

8. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbun i sebagai berikut : 

Pasal 17 

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf 

d semula direncanakan sebesar Rp389.337.8t 3.463,00 (Ti,ga ratus delapan 

puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tuju
[ 

juta delapan ratus dua puluh 

tiga ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) berkurang sebesar 

Rpl0.017.267.307,00 (Sepuluh miliar tujuh be as juta dua ratus enam puluh 

tujuh ribu tiga ratus tujuh rupiah) sehingga renjadi Rp379.320.556.156,00 

(Tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga r tus dua puluh juta lima ratus 
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lima puluh enam ribu seratus lima puluh nam rupiah) yang terdiri atas 

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organi asi Kemasyarakatan dan Partai 

Politik. 

9. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 18 

(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pad Pasal 9 ayat (1) huruf b semula 

direncanakan sebesar Rpl.445.742.037.57 ,00 (Satu triliun empat ratus 

· empat puluh lima miliar tujuh ratus empat uJuh duajuta tiga puluh tujuh 

ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) berkurang sebesar 

Rp128.649.553.673,00 (seratus dua pulu delapan miliar enam ratus 

empat puluh sembilan juta Ii.ma ratus linia puluh tiga ribu enam ratus 

tujuh puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rpl.574.391.591 .247,00 (satu 

triliun lima ratus tujuh puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh satu 

juta Lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh tujuh 

rupiah) yang terdiri atas 

a. Belanja Modal Tanah; 

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin; 

c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung; 

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan lrigas ; dan 

e. Belaiiia Modal Aset Teta,o Lainnya. I 

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaks�b pada ayat (I) huruf a semula 

direncanakan sebesar Rp8.403.51 I . 169,00 ( elapan miliar empat ratus tiga 

juta lima ratus sebelas ribu seratus e am puluh sembilan rupiah) 

bertambah sebesar Rpl.197.355.222,00 ( atu miliar seratus sembilan 

puluh tu.juh juta tiga ratus lima puluh lim ribu dua rarus dua puluh dua 

rupiah) sehingga menjadi Rp9.600.866.391, 0 (Sembilan miliar enam ratus 

juta delapan ratus enam puluh enam ribu ·ga ratus sembilan puluh satu 

rupiah); 

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagrumana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b semula direncanakan sebesar Rp
j

l l4.832.972.271,00 (Tiga ratus 

empat belas miliar delapan ratus tiga pulu dua juta sembilan ratus tujuh 

puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh s tu rupiah) berkurang sebesar 

Rp562.732.756,00 (Lima ratus enam puJuh buajuta tujuh ratus tiga puluh 

dua ribu tujuh ratus lima puluh enab rupiah) sehingga menjadi 

Rp315.395.705.027,00 (Tiga ratus Ii.ma be�as miliar tiga ratus sembilan 

puluh lima juta tujuh ratus lima ribu dua puluh tujuh rupiah); 
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j 
(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan seba aimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c semula direncanakan sebesar Rp374.675.426.771,00 (Tiga ratus 

tujuh puluh empat miliar enam ratus tujf puluh lima juta empat ratus 

dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh
.
,euluh satu rupiah) berkurang 

sebesar RpS.854.981.094,00 (Lima miliar �elapan ratus lima puluh empat 

juta sembilan ratus delapan puluh satu ribJ sembilan puluh empat rupiah) 

sehingga menjadi Rp380.530.407.865,00 CI;iga ratus delapan puluh miliar 

lima ratus tiga puluh juta empat ratus tfouh ribu delapan ratus enam 

puluh lima rupiah); 

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp663.622.420.120,00 

(Enam ratus enam puluh tiga miliar enam rrtus dua puluh dua juta empat 

ratus dua puluh ribu seratus dua pulu� rupiah) bertambah sebesar 

Rpl22.073.759.101,00 (Seratus dua puli dua miliar tujuh puluh tiga 

juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus satu rupiah) sehingga 

menjadi Rp785.696.179.220,00 (Tujuh ratus delapan puluh lima miliar 

enam ratus sembilan puluh enam juta se

I

6s tujuh puluh sembilan ribu 

dua ratus dua puluh rupiah); 

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebag · ana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e semula direncanakan sebesar Rp83.288.206.243,00 (Delapan 

_puluh tifla miliar dua ratus del:i-oan ,ouluhl delllna11,iuta ..cb.w .tA.tu,<> �nail' 
ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) berkurang sebesar 

Rp619.773.500,00 (enam ratus sembilan las juta tujuh ratus tujuh 

puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp82.668.432.743,00 

(Delapan puluh dua miliar enam ratus en puluh delapan juta empat 

ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah). 

10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbun · sebagai berikut : 

Pasal 20 

( l )  Anggaran Belanja transfer sebagaimana · aksud dalam Pasal 9 huruf d 

semula direncanakan sebesar Rp3.295.789.672.262,00 (Tiga triliun dua 

ratus sembilan puluh lima miliar tujuh rat •S delapan puluh sembilan juta 

enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) yang 

terdiri atas: 

a. Belanja Bagi Hasil; dan 

b. Bel anja Bantuan Keuangan. 
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(2) B�lanja Bagi Hasil sebagaimana dirnaksud
l 
pada ayat ( l ! _

huruf 
_
a semula 

direncanakan sebesar Rpl.777.650.000.00

1

0,00 (Satu tnliun tuJuh ratus 

tujuh puluh tujuh miliar enam ratus limai puluh juta rupiah) berkurang 
sebesar Rp210.737.382.324,00 (Dua ratus 

�
puluh miliar tujuh ratus tiga 

puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh 

empat rupiah) sehingga menjadi Rpl.566.9�2.617.676,00 (Satu triliun lima 
ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus dua belas juta enam ratus 
tujuh belas ribu ena.m ratus tujuh puluh en m rupiah); 

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana d maksud pada ayat (1) huruf b 

ratus delapan belas miliar seratus tiga p uh sembilan juta enam ratus 
tujuh puluh dua ribu dua ratus enam �uluh dua rupiah) bertambah 
sebesar Rp210.737.382.324,00 (Dua ratus lepuluh miliar tujuh ratus tiga 

puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ciua ribu tiga ratus dua puluh 
empat rupiah) sehingga menjadi Rpl .728.877.054.586,00 (Satu triliun 
tujuh ratus dua puluh delapan miliar delap

! 

ratus tujuh puluh tujuh juta 
lima puluh empat ribu lima ratus delapan p luh enam rupiah). 

11. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbun · sebagai berikut: 

Pasal 21 

± Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggar 2022 semula direncanakan 

sebesar Rp588.500.000.000,00 (Lima ratus delBi an puluh delapan miliar lima 

• rail J-"., i.J zU>. ap;v.al;-1..kr.ttarn.k.a r .,e� -, � '1'?,. l.fWlmt f2t.J)"lf,\Jlf'1 1LIJt1II-ptll url a ba 

miliar seratus delapan puluh juta delapan p uh empat ribu tujuh puluh 

rupiah) sebingga menjadi Rp660.680.084.070, 0 (Enam ratus enam puluh 

miliar enam ratus delapan puluh juta delapan I uluh empat ribu tujuh puluh 

rupiah) yang terdiri atas 

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan 

b. Pengeluaran Pembiayaan. 

12. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbun · sebagai berikut: 

Pasal 22 

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Tah Anggaran 2022 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21  huruf a se

f;

ula direncanakan sebesar 

Rp226.200.000.000,00 (Dua ratus dua puluh enam 
_
miliar dua ratus ��ta 

rupiah) bertambah sebesar Rp72.180.084.070 00 (TuJuh puluh dua miliar 

seratus delapan puluh juta delapan puluh ejl'at ribu tujuh puluh rupiah) 

sehingga menjadi Rp298.380.084.070,00 (Dua atus sembilan puluh delapan 

miliar tiga ratus delapan puluh juta delapan luh empat ribu tujuh puluh 

rupiah). 
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PASALII
Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

I
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur in; dengan pencmpatannya dal m Berita Daerah Provinsi
Sumatera Selatan.

Pasal25
(1) Selisih antara Anggaran Pendapatan I Daerah dengan Anggaran

Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus semula sebesar,
Rp136.100.000.000,OO (Seratus tiga PUJuhl'am miliar seratus [uta rupiah)
berkurang sebesar Rp72.180.0B4.070,OO ( juh puluh dua miliar seratus
delapan puluh juta delapan puluh empat rib tujuh puluh rupiah) sehingga

menjadi Rp63.919.915.930,OO (Enam PUl~ tiga miliar sembilan ratus
I

sembilan belas juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus tiga,
puluh rupiah);

(2) Anggaran Pembiayaan Neto Tahun An~aran 2022 semula sebesar
Rp136.100.000.000,OO (Seratus tiga puluh enam miliar seratus juta rupiah)
berkurang sebesar Rp72.1BO.OB4.070,00(Tthjuhpuluh dua miliar seratus
delapan puluh juta delapa.n puluh empat ribf tujuh puluh rupiah) sehingga

menjadi Rp63.919.915.930,OO (Enam Pulf tiga miliar sembilan ratus
sembilan beJas juta sembilan ratus lima elas ribu sembilan ratus tiga
puluh rupiah);

-19-
I

I
13. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

· /

 

 
Dto. 

 
 

 
Dto. 

 
 


